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GENJOT PENURUNAN KEMISKINAN, GUBERNUR JATENG SERAHKAN 
BANKEU HINGGA HIBAH SOSIAL RP 94,6 M KE WARGA KENDAL 

 
Sumber Gambar :  

https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/10/23/hibah-dan-bantuan-sosial-dasar-hukum/  
 

Isi Berita: 

KENDAL, Jateng – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memberikan 

bantuan keuangan senilai Rp94.666.750.000 atau Rp94,6 miliar kepada kelompok 

masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal. Bantuan itu ditujukan untuk 

beberapa sektor, yakni ekonomi, sosial, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. 

Bantuan keuangan Pemprov Jateng itu diserahkan langsung Gubernur Jateng, Ganjar 

Pranowo, di Kantor Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Kamis 

(8/6/2023). 

“Kami menyerahkan bantuan di beberapa sektor. Ada untuk desa, rumah tidak layak huni, 

bantuan petani, bantuan rumah ibadah, kami berikan karena sudah bulan Juni. Harapan 

kita seluruh anggaran dari negara, dari daerah itu, betul-betul tereksekusi dengan tepat 

karena ini menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi,” ujar Ganjar seusai penyerahan 

bantuan. 

Selain menyerahkan bantuan, Ganjar juga sekaligus ingin melihat langsung progres 

pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah desa 

itu. Apakah bantuan itu berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan bermanfaat. 

Seperti diketahui, program ini sengaja didesain untuk intervensi, khususnya terkait 

kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan penanganan kemiskinan. 

“Contohnya tadi penurunan angka kemiskinan ekstrem sama program stunting. Maka 

intervensi-intervensi sudah masuk. Tapi, di samping itu kita tidak boleh melupakan 

berapa kemudian penyandang disabilitas yang bisa mendapatkan akses ini, sehingga di 

desa pun mereka harus mendapatkan perhatian kita, termasuk kemudian kita meminta 

target yang sudah dicanangkan,” ujarnya. 

Gubernur Jateng menjelaskan percepatan realisasi bantuan keuangan dari pemerintah 

daerah harus dikerjakan sejak Juni ini. Hal itu dilakukan agar anggaran dan program yang 
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disiapkan benar-benar efektif diterima manfaatnya oleh masyarakat. Sebab, ada 

kebiasaan percepatan dilakukan ketika sudah memasuki September, sehingga sangat 

mepet. 

“Saya ambil di tengah bulan ini agar tidak terlambat. Biasanya orang mengejar sudah di 

September, baru dikebut. Sekarang mumpung masih Juni cepat dikebut, diselesaikan, 

dieksekusi, agar kemudian anggaran yang kita sediakan betul-betul efektif bisa sampai ke 

masyarakat. Pesan saya satu, jangan dikorupsi dan jaga kualitas,” jelasnya. 

Selain itu, Ganjar juga menjelaskan bahwa percepatan penurunan angka kemiskinan di 

Jawa Tengah terus digenjot. Penyerahan bantuan keuangan itu juga menjadi sarana untuk 

menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Selain bantuan dari 

pemerintah yang bersumber dari APBD, sumber anggaran lain dari Baznas, CSR, 

filantrop, dan kelompok peduli juga digerakkan. 

Sumber Berita : 

1. https://wartaswara.com/genjot-penurunan-kemiskinan-gubernur-jateng-serahkan-

bankeu-hingga-hibah-sosial-rp-946-m-ke-warga-kendal/, “Genjot Penurunan 

Kemiskinan, Gubernur Jateng Serahkan bankeu hingga Hibah Sosial Rp94,6 Miliar ke 

Warga Kendal”, tanggal 8 Juni 2023 

2. https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01767272/genjot-penurunan-

kemiskinan-gubernur-jateng-serahkan-bankeu-hingga-hibah-sosial-rp-946-m-ke-

warga-kendal, “Genjot Penurunan Kemiskinan, Gubernur Jateng Serahkan Bankeu 

Hingga Hibah Sosial Rp94,6 Miliar ke Warga Kendal”, tanggal 8 Juni 2023 

3. https://rm.id/baca-berita/nasional/175089/genjot-penurunan-kemiskinan-ganjar-

serahkan-bankeu-hingga-hibah-sosial-rp-946-m-ke-warga-kendal, “Ganjar Serahkan 

Bankeu Hingga Hibah Sosial Rp94,6 Miliar ke Warga Kendal”, tanggal 8 Juni 2023 

4. https://mediaindonesia.com/nusantara/588016/ganjar-serahkan-bankeu-hibah-sosial-

rp946-m-ke-warga-kendal, “Ganjar Serahkan Bankeu Hibah Sosial Rp94,6 Miliar ke 

Warga Kendal”, tanggal 8 Juni 2023 

5. https://rejogja.republika.co.id/berita/rvyko9456/genjot-penurunan-kemiskinan-

jateng-gubernur-salurkan-bankeu-hingga-hibah-sosial, “Genjot Penurunan 

Kemiskinan Jateng, gubernur Salurkan Bankeu Hingga Hibah Sosial”, tanggal 9 Juni 

2023 

Catatan : 

 Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.1 Bantuan 

keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

                                                             
1 Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.2 

 Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan 

keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke 

Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar 

wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan 

atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau 

kabupaten / kota kepada desa.3 

 Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada: 

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah 

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan 

Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk 

masyarakat. 

c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan 

pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang 

Belanja Hibah, menyatakan bahwa: 

                                                             
2 Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
3 Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, 

badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak 

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan 

pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, 

kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, 

dan manfaat untuk masyarakat 

d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 

e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang 

bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah 

memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau 

bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial 

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan 

keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala 

satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) 

Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 

f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan 

hibah yang diterimanya.  

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut 

dengan peraturan kepala daerah. 

 Terkait Bantuan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber 
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pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan 

keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta 

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.  

 Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. 

Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam 

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau 

tujuan tertentu lainnya.4 Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah 

provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.5 

 Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari 

APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 

2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut : 

a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: 

a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko 

sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau 

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko 

sosial.  

b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis 

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat 

hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa 

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan 

telah lepas dari resiko sosial.  

c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

                                                             
4 Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
5 Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara 

langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola 

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan 

tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon 

penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; 

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas 

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib 

dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun 

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan 

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial 

meliputi: 

1) rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

2) perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko 

dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok 

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dasar minimal. 

3) pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau 

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

4) jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak. 

5) penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata 
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pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

6) penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 

untuk rehabilitasi. 

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas 

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara 

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih 

lanjut dengan peraturan kepala daerah. 

 

Catatan Akhir : 
1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi 

persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. 
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 
07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) 

2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) 
kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap 
terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 
tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang 
air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015). 

3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak 
memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus 
dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa 
kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan 
Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”) 

4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak 
memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana 
Prasarana Lingkungan) 

5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar 
sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

 
 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


